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BAB I

“PENGERTIAN DAN PENDEKATAN
DALAM BIROKRASI”

NGERTIAN BIROKRASI
= bahasa_istilah Birokrasi berasal dari bahasa Prancis
_nberarukantorataumqauﬂls dan dari bahasa Yunani
" yang berarti mengatur. Pada mulanya, istilah ini
_ tlluk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja

atur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-
uhmmstram (Ernawan, 1988). Dalam konsep bahasa

=1

8 secara umum, birokrasi disebut dengan “civil service”. Selain

2 sering disebut dengan public sector, public service atau
administration.

si adalah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk
§ tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasi

=

ssssematis, teratur, pekerjaan dari banyak anggota organisasi.
# berokrasi sering dikaitkan dengan organisasi pemerintah,
ghal birokrasi ciptaan Max Weber itu bisa terjadi baik di
J s pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Di suatu

swahaan birokrasi itu bisa terjadi. Demikian pula di suatu

-

si yang besar birokrasi akan terjadi.’
m dunia pemerintahan konsep birokrasi dimaknai sebagai
a sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin
> dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk
mdcamsme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah

ikan 2

Delly. 2013. Birokrasi Pemerintahan. Alfabeta: Bandung, him. 1
Sahya. 2012. Timu Administasi negara. CV Pustaka Setia: Bandung.




BAB I

“PENGERTIAN DAN PENDEKATAN
DALAM BIROKRASI”

1.1 PENGERTIAN BIROKRASI

Secara bahasa, istilah Birokrasi berasal dari bahasa Prancis
“bureau” yang berarti kantor atau meja tulis ; dan dari bahasa Yunani
yaitu “cratein” yang berarti mengatur. Pada mulanya, istilah ini
digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja
yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-
kegiatan administrasi (Ernawan, 1988). Dalam konsep bahasa
Inggris secaraumum, birokrasi disebut dengan “civil service™. Selain
itu juga sering disebut dengan public sector, public service atau
public administration.

Birokrasi adalah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk
mencapai tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasi
secara sistematis, teratur, pekerjaan dari banyak anggota organisasi.
Istilah birokrasi sering dikaitkan dengan organisasi pemerintah,
padahal birokrasi ciptaan Max Weber itu bisa terjadi baik di
organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Di suatu
perusahaan birokrasi itu bisa terjadi. Demikian pula di suatu
organisasi yang besar birokrasi akan terjadi.!

Dalam dunia pemerintahan konsep birokrasi dimaknai sebagai
proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin
mekanisme dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk
menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah
dikendalikan.’

' Mustafa, f)lci'ly. 2013, Birokrasi Pemerintahan. Alfabeta: Bandung. him. 1
? Anpgara, Sahya, 2012, lmu Administasi negara. CV Pustaka Sctia: Bandung.




Sedangkan dalam dunia bisnis, konsep birokrasi diarahkan
uniuk efisiensi pemakaian sumberdaya dengan pencapaian output
dan keuntungan yang optinum. Birokrasi merupakan suatu sistem
untuk mengatur orgamsasi yang besar untuk diperoleh pengelolaan
yang efisien, rasional, dan efektif. Di Indonesia jika ada bahasan
tentang birokrasi, maka presepsi orang tidak lain adalah birokrasi
pemerintah. Birokrasi dengan segala macam cacatnya menjadi milik
pemerintah.

Birokrast adalah organisasi yang melayani tujuan, dan cara untuk
mencapai tujuanitu, hal ini dapat terwujud dengan mengkoordinasi
secara sistematis berbagai kegiatan. Rod Haque menyatakan
bahwa birokrasi membutuhkan sosok birokrat yang membutuhkan
keterampilan, pengalaman, dan keahlian. Dikatakan bahwa tugasnya
adalah organizing and administering modemn state is a massive
process that requires skill, experience an expertise.

Tentu saja dalam dunia pemerintahan modern pengelolaan
Negara modern merupakan sebuah proses yang membutuhkan
keterampilan, pengalaman dan keahlian. Dan kebutuhan itu, hanya
bisa dijalankan oleh birokrasi yang modern pula. *

Para pakar birokrasi bermula merumuskan pendapatnya karena
melihat masih banyaknya organisasi yang bekerja secara sembrono,
tanpa pembagian tugas, tidak ada aturan hukum, terlalu pandang
bulu memilih personalia, nepotisme, tradisional, primordial, tidak
logis mengambil keputusan, kurang bertanggungjawab, bebas dan
kurang disiplin, serta tidak sistematis dalam perumusan kebijakan.
Tetapi kemudian pada masing-masing organisasi yang mencoba
menjalankannya, dimodifikasi oleh budaya dan kebiasaan setempat.
Bentuk paling ekstrem dari birokrasi tersebut sudah barang tentu
kekakuan sentralistik, para tenaga kerja diperlakukan sebagai robot
yang terikat pada aturan ruang dan waktu, sedangkan para pemikir
di tingkat atas melulu hanya mengandalkan logika tanpa perasaan,
*Ibid
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kendati antara logika, etika, dan estetika seharusnya saling

berdialektika.

Karena itu diperlukan balarnce untuk menyeimbangkan birokrasi

itu sendiri. Maksudnya, birokrasi tersebut diselenggarakan dengan

tetap memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Tugas yang satu dengan yang lainnya dapat dikoordinasikan.

b. Terkadang perlu kebijaksanaan di luar peraturan yang telah
berjalan.

c. Adanya kiat (seni cara) menyelenggarakan sesuatu yang
mungkin berkonotasi rasa yang irasional.

d.  Wewenang bawahan untuk memberi saran yang produktif.

e. Pembagian tugas lebih desentralisasi demokratis*

Definisi birokrasi telah tercantum dalam kamus awal secara
sangat konsisten. Kamus akademi Perancis memasukkan kata
tersebut pada tahun 1978 dengan arti kekuasaan, pengaruh, dari
kepala dan stafbiro pemerintahan. Kamus bahasa Jerman edisi
1813, mendefinisikan birokrasi sebagai wewenang atau kekuasaan
yang berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya
memperebutkan diri untuk mereka sendiri atas sesama warga
negara. Kamus teknik bahasa Italia terbit 1823 mengartikan
birokrasi sebagai kekuasaan pejabat di dalam administrasi
pemerintahan.

Adapun birokrasi berdasarkan definisi yang di kemukakan para
ahli adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang
berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dan
bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-
aktivitas kerja individu dalam rangka penyelsaian tugas-tugas
administrasi berskala besar. (Blau & Mayer, 1971; Coser 7
Rosenberg, 1976; Mouzelis, dalam setiawan, 1998).

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi

4 Mustafa. Delly. 2013, Birokrasi Pemerintahan. Alfabeta: Bandung, him. 9




R BAB II

“PERSEPSI TENTANG BIROKRASI”

—

Pada awalnya, birokrasi dibangun dengan maksud sebagai
:ana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan
layanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Birokrasi
dlah suatu tipe organisasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan
zas-tugas admisnitratif yang sangat banyak dengan cara
ngkoordinasikan secara sistematis pekerjaan dari banyak orang.
dalui birokrasi diharapkan berbagai keputusan pemerintah dapat
tksanakan dengan efektif dan efisien melalui aparatur pemerintah
mkepumsanpohukhanyaakanbennaxﬁaxbag;warganegam
2 pemerintah mempunyai birokrasi yang responsif, bekerja
emans dan efisien.

Sebagm suatu sistem manajemen dan supervisi, birokrasi
mncang untuk melakukan koordinasi terhadap tugas dan tanggung
rab secara rasional bagi para pejabat dan pegawai dalam
anisasi. Birokrasi merepresentasikan diri sebagai instrumen
1ana tindakan dan kepentingan individu yang bersifat pribadi,
k dan istimewa; disusun dan dibatasi secara formal untuk
ncapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien. Penyusunan
lakan individu ini dicapai dengan menggunakan peraturan dan
gramprogram tindakan yang formal, yang ditujukan untuk
mberikan garis pembatas yang jelas antara hal-hal yang bersifat
radi dengan tugas dan tanggung jawab yang dimandatkan oleh
anisasi. Melalui cara yang demikian ini, sistem administrasi
kratis berkehendak untuk memastikan bahwa tindakan dan
jatan individu memberikan kontribusi pada kepentingan
anisasi tempat mereka bekerja, dan bukan pada kepentingan
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pribadi individu yang bersangkutan. Pembatasan hubungan-
hubungan yang bersifat pribadi dalam organisasi birokratis di
samping dimaksudkan untuk menghilangkan sumber dari kegiatan
irasional, juga dimaksudkan untuk menghindari organisasi dari
kekacauan (tidak terkoordinir dan tidak efisien) sebagai akibat
tindakan individu yang mengambil keputusan sendirisendiri. Oleh
karena itu diperlukan serangkaian undang-undang, peraturan dan
hierarki untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Birokrasi
juga bermanfaat sebagai agen pembaharu. Hal ini dapat terlaksana
jika tujuan organisasi diarahkan pada strategi pembaharuan dan
pembangunan. Birokrasi menjadi alat penunjang utama dalam
sistem administrasi modern, melalui penerapan manajemen yang
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Birokrasi, minimal sampai
dengan saat ini, tidaklah mungkin digantikan oleh organisasi apa
pun dalam bentuk lain, karena akan menjadi langkah mundur dan
pasti merugikan bangsa dan negara.

Uraian di atas menunjukkan betapa besar manfaat yang dapat
diperoleh dengan kehadiran birokrasi. Namun demikian, setiap
mendengar kata birokrasi, persepsi yang muncul bukanlah tentang
manfaatnya yang positifbagi kemajuan bangsa dan untuk memenuhi
kebutuhan warga negara, tetapi persepsi negatif vang menyesatkan.
Orang lebih banyak mengartikan birokrasi sebagai penyakit
birokrasi (“biro-patologi”) daripada organisasi rasional yang
bermanfaat (“rasionalitas biro”). Hampir semua lapisan sosial
mengenal sebutan birokrasi, karena sejak lahir sampai meninggal
orang pasti berhubungan dengan birokrasi. Dalam konteks
hubungan antara negara dengan warga negara, organisasi birokrasi
dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang baik sehubungan
dengan adanya berbagai pengaturan dalam kehidupan
bermasyarakat dimana individu itu hidup. Misalnya, untuk
mengetahui keabsahan bahwa seseorang adalah penduduk suatu
kota, maka dia diharuskan mencatatkan diri sebagai penduduk,

16

UIntuk maksud ini birokrasi memberikan pelayanan pencatatan
i mekanisme pengurusan Kartu Tanda Penduduk (K'TP) dan
Kartu Keluarga (KK). Dalam proses ini lah muncul berbagai
persepsi negatif tentang birokrasi. Hal yang muncul dalam benak
‘orang ketika mendengar kata birokrasi adalah urusan-urusan yang
menjengkelkan dan membuatnya stres, yang berhubungan dengan
pengisian formulir-formulir, pengurusan izin untuk bekerja atau
berusaha yang berbelit-belit karena harus melalui banyak meja atau
kantor secara berantai, aturan-aturan yang ketat yang tidak boleh
dilanggar, waktu yang lama, dan sebagainya. Pendek kata,
pelayanan birokrasi sangat buruk. Mengutip Turner dan Hulme,
Said (2007) menggambarkan organisasi birokratis itu sebagai
organisasi yang lamban, membosankan, rutin, rumit prosedurnya,
dan buruk adaptasinya terhadap kebutuhan yang harus mereka
penuhi, dan juga mengingatkan kita akan rasa frustrasi yang terus
menerus dirasakan oleh para anggotanya.

Bureaucracy evokes the slowness, the ponderousness, the
routine, the complication of procedures, and the maladapted
responses of "bureaucratic’ organizations to the needs which the
should satisfy, and the frustations which their members, clients, or
subjects consequently endure.

Menurut Kwik Kian Gie, pelayanan apapun oleh birokrasi
selalu disertai permintaan pembayaran ekstra di luar biaya resmi.
Jika pengguna jasa layanan tidak mau membayar maka dia akan
menghadapi kesulitan yang dicari-cari dan dibuat-dibuat. Korupsi
dianggap sebagai praktek yang sudah mendarah daging, sehingga
kalau tidak ada korupsi kita malah merasa heran. Kwik Kian Gie
menyebutnya sebagai corrupted mind, artinya seorang koruptor
tidak lagi mengetahui apakah tindakannya tergolong korupsi atau
tidak "

U Kwik Kian Gie. “Paradoks Semangat Pemberantasan Korupsi®, Jawa Pos..
Hal.1.
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BAB II1

POLITIK DAN BIROKRASI

Birokrasi dan politik bagai dua mata uang yang tidak akan
mah terpisahkan satu sama lain. Birokrasi dan politik memang
tupakan dua buah institusi yang memiliki karakater yang sangat
beda, namun harus selalu saling mengisi. Dua karakter yang
beda antara dua institusi ini pada satu sisi memberikan sebuah
ng yang positif bagi apa yang disebut dengan sinergi, namun
pkali juga tidak dapat dipisahkan dengan aroma perselingkuhan.

Menurut Etzioni-Havely (dalam Savirani- 2005) birokrasi
lah organisasi hirarkis pemerintah yang ditunjuk untuk
njalankan tugas melayani kepentingan umum. Ciri khas yang
lekat dalam tubuh birokrasi adalah bentuk organisasi yang
jenjang, rekrutmen berdasarkan keahlian, dan bersifat
rersonal. Birokrasi juga merupakan unit yang secara perlahan
1galami penguatan, independen, dan kuat. Penguasaan berbagai
Iber daya oleh birokrasi menjadikan birokrasi menjadi kekuatan
ar yang dimiliki oleh negara. Sedangkan politik merupakan
itusi yang disebut juga dengan pusat kekuasaan. Kekuasaan
z dimiliki oleh politik berlangsung dalam berbagai arena, seperti
ibuatan, penerapan, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam arti
g lebih luas, segala sesuatu yang berkaitan dengan partai,
okrasi, dan kebijakan disebut juga dengan politik.

Sementara birokrasi adalah sebuah institusi yang mapan dengan
la sumber dayanya, namun pada lain sisi sistem kenegaraan
syaratkan politik masuk sebagai aktor yang mengepalai
krasi melalui mekanisme politik formal. Oleh karena itu,
krasi pemerintah tidak bisa dilepaskan dari kegiatan politik.

a setiap gugusan masyarakat yang membentuk tata
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@ersoalkanataumagukan apakahilrmpolitik memenuhi
pagaiilmu pengetahuan.
igian kalangan masih menganggap ilmu politik bukan
ilmu pengctahuan, meclainkan sebagai ilmu saja, scbagal
giatan, dan sebagai seni belaka. Untuk kategori terakhir,
u politik sebagai seni, berangkat dari anggapan yang m i
memahaﬂﬁrealitayangmungldn terjadi. Dalam
i sen j bahwa ilmu politik
kan kemampuan dank jran belaka dari seseorang untuk

udkan cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki oleh yang
dan fungsi politiknya seperti

mdmmpetahankﬂﬂatau merebut kekuasaan.
benarnya, anggapan tersebut sudah jauh berkembang sejak
yaitu sejak Yunani dan Romawi Kuno, ketika politik sudah
1t “art politica” (seni berpolitik), “poli ike techne” (tcknik
3, “politike cpistome” (bagaimana berpolitik
nahir). Saat ini pun politik juga banyak disebut scbagai “art
sle” (sent kemungkinar; artinya sesuatu yang tidak mungkin
- diubah menjadi mungkin atau sebaliknya sesuatu yang
;kindapatdhlbahmenjadiﬁdakmungkin)Biasanya seseorang
terfibat dalaﬂlpohﬁkuuchsebutsemnanpohuk’ atau “politis’”.
Jeni itu sendiri secara etimologi berasal dari kata “art” (bahasa
ris) dan «“artes” (bahasa Yunani) yang menunjukkan arti
g diperoleh gescorang dari bakat dan

jahiran yan
Oleh karena itu, sembapohﬁkjugadapmwt)eda

a setiap individu.2 Dari sini, kita bisa memahami mengapa tidak
nyak perilaku politik dari setiap orang yang terlibat
am arena atau kehidupan politik, misalnya perilaku politik
ter, keras, lembut atau santun, dan

karakter demokratis, otort

againya.
Sampai titik ini, penyebutan politik atau ilmu politik sebagai
1 dapatlah dipahami karena politik selain sebagai ilmu atau ilmu
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BAB V

HROKRASI' DAN APARATUR NEGARA”

’ENGERTIAN BIROKRASI

ecara bahasa, istilah Birokrasi berasal dari bahasa Prancis
au” yang berarti kantor atau meja tulis; dan dari bahasa Yunani
iin’ yang berarti mengatur. Pada mulanya, istilah ini digunakan
-menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur
diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan
strasi (Emawar, 1988). Dalam konsep bahasa Inggris secara
1, birokrasi disebat dengan “civil service” Selain itu juga sering
ut dengan public sector public service atau public
ustration. Birokrasi adalah tipe organisasi yang dimaksudkan
< mencapai tugas-tugas administratif dengan cara
koordinasi secara sistematis, teratur pekerjaan dari banyak
>ta organisasi. Orang-orang yang bekerja dalam birokrasi
rintahan bekerja secara professional. Mereka diangkat dan
aruntuk menduduki jabatannya di lembaga pemerintahan yang
litetapkan tugasnya dari atasannya. Dasar pemilihan personil
‘asi biasanya dilandaskan pada keterampilan dan kepandaian
dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan tujuan tertentu.
birokrasi telah tercantum dalam kamus awal secara sangat
sten. Kamus akademi Perancis memasukkan kata tersebut
rahun 1978 dengan arti kekuasaan, pengaruh, dari kepala
af biro pemerintahan. Kamus bahasa Jerman edisi 1813,
efinisikan birokrasi sebagai wewenang atau kekuasaan
gai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya
rerebutkan diri untuk mereka serdiri atas sesama warga
a. Kamus teknik bahasa Italia terbit 1823 mengartikan
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birokrasi sebagai kekuasaan pejabat di dalam administrasi
pemerintahan,

Menurut Weber (dalam Suradinata, 2002: 27) “Birokrasi
adalah sebagai salah satu sistem otorita yang ditetapkan secara
rasional oleh berbugai peraturan”. Dengan demikian birokrasi
dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratar suatu pekerjaan
yang dilakukan banyak orang. Sejalan dengan pendapat Weber,
Blau, dan Page (dalam Suradinata, 2002: 27) memformulasikan
“birokrasi sebagai tipe dari organisasi, dimaksudkan untuk mencapai
tugas-tugas administratif besar dengan cara mengkoordinasikan
secara sistematika pekeriaan orang banyak.

Birokrasi merupakan konsep yang berasal dari ilmu sosiologi
dan politik yang menunjuk pada cara pelaksanaan administrasi dan
penguatan aturan-aturan hukum yag diorganisir secara social. Ada
empat konsep sentral berikut dari pengertian birokrasi:

a. Divisi yang dengan baik mengenai pekerjaan administrasi
diantara person dan pegawai

b.  sistem personal dengan pola yang tetap yang berkaitan dengan
rekrutmen dan penjejangan karir yang stabil

c. Sebuah hierarki antara pegawai, otcritas, dan status
didistribusikan di antara person dan pegawai rekrutmen dan
penjenjangan karier yang stabil. secara berbeda antarpelaku

d. Jaringan formal dan informal yang menghubungkan actor
organisasi dengan satu yang lain melalui alur informasi dan pola
kopcrasi,

Dalam teori materialisme Karl Marx dan Friedrich Engels,
keaslian sejarah birokrasi dapat citernukan dalam empat sumber:
agama (relgion, pembentukan negara (the formation of the state,
perdagangan (commerce), dan teknologi (technology)

Birokrasi paling awal terdiri religus, pegawai penulis yang
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ikin berbagai ritus dan fungsionaris yang bersenjata yang
kan untuk mengamankan perintah. Dalam sejarah transisi
munitas egalitarian primitif ke civil society dibagi ke dalam
#osinl dan negara. Otoritas tersentralisasi dan dikuatkan oleh
lur negara yang keberadaannya dipisahkan dari masyarakat:
\ta merumuskan dan menguatkan hukum, Negara menengal}x
antara anggota masyarakat. Negara juga mengorganisir
ftuhanan teritorial. Yan paling penting adalah hak makm
sauniuk menggunak kekuatan senjata dibatasi. Kekuatan lainnya
it masyarakat untu melakukan sesuatu menjadi hak yang legal
i otoritas pemerintah Friedrich Engels, 1964).
~ Akantetapi, pertumbuhan pasar dan perclagar?gan mc.:m]mbah
pesuatu yang baru, dimensi yang berbeda untuk b;rokr_am, Dalan!
masyarakat kapital modern, birokrasi sektor privat. lebih ]uas dar;
birokrasi pemerintah, jilka diukur dari jumlah pekerja administratif
dalam pembagian kerja (diision of labon sebagai satu keseluruhan.

Sumber keempat mengenai birokrasi berkaitan dengan 1ekmiogl
produksi massa (mass production) yang menuntut banyak rutinitas
dan prosedur yang terstandar untuk dijalankan. Bahk_an jika
mekanisasi menggantikan manusia dengan mesin, manusia tetap
penting untuk endisain, mengontrol, mengawasi, dan menjalankan_
mesin. Tipe birokrasi dewasa ini sering disebut teknokrasi
(technocracy) yang dmemperlihatkan kekuatannya untuk
mengontrol pengetahuan teknis ang khusus atau mengontrol
informasi kritis.

Secara historis, istilah birokrasi pertama kali ditemukan oleh
seorang pysiokrat Perancis, yaitu Vincent de Goumay (Albrow,
2005: Albrow (2005: 4) mencatat bahwa Honore de Balzac zfda.]ah
tokoh yang sangat berperan besar dalam memasyarakatkan istilah
birokrasi, melalui novelnya dengan judul Las Employes (183 6):
Dalam perkembangan cara historis, istilah birokrasi pertama kali
dikemukakan oleh orgaatok keadselanjutnya, kajian terhadap
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B BAB VI
b‘.‘

NTERGRITAS DAN ANTIKORUPSI DALAM
. BIROKRASI
lDeﬁmsn Integritas

Secara etimologis, kata integritas (integrity), integrasi
wegration) dan integral (integral) memiliki akar kata Latin yang
ma, yaitu “infeger” yang berarti “seluruh” (“whole or entire”)
i “suatu bilangan bulat” (“a whole number”), bilangan yang
kan bilangan pecahan (Skeat 1888, 297: Black 1 825, 215-6).
i, sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam
eluruhannya, sesuatu yang tidak terbagi, dimana nuansa keutuhan
u kebulatannya tidak dapat dihilangkan. Meskipun sesuatu yang
integritas terdiri dari banyak elemen, keutuhan atay kebulatannya
alu terjaga sebagai hasil dari hubungan timbal balik yang kuat
ntara elemen-elemennya. Namun bersatunya elemen-elemen itu
th merupakan suatu persatuan (zncorporation) daripada suatu
atuan (unity), karena identitas elemen tidak hilang. Identitas
) elemen dari sesuatu yang berintegritas masih bisa dikenali,
erhana “kompak” dan “kekompakan” barangkali tepat untuk
1ggambarkan bersatunya elemen-elemen sesuatu yang
integritas sedemikian sehingga konotasi keutuhan atau
ulatannya (wholeness) tetap terjaga. :
Menariknya, integritas bisa masuk dalam kategori peristilahan
uatif maupun non-evaluatif, tergantung pada apakah sesuatu
:memiliki integritas itu melibatkan manusia di dalamnya ataukah
¢ Jika sesuatu yang memiliki integritas adalah sesosok manusia
I sesuatu yang meliputi manusia sebagai salah satu
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pengendalinya, seperti misalnya perusahaan, pasar dan ekosistem,
maka integritas merupakan istilah evaluatif Namun jika manusia
tidak ada di dalam sesuatu yang memiliki integritas, seperti misalnya
Jjembatan, database, jaringan listrik dan benda-benda mati lainnya,
maka integritas merupakan istilah non-evaluatif. Sebagaiistilah yany,
evaluatif, integritas diapresiasi sebagai patokan dalam
mempertimbangkan baik-buruk suatu tindakan. Sedangkan sebagai
istilah yang non-evaluatif, integritas hanyalah dipakai untuk
menyatakan suatu fakta. Keduanya tetap mengandung makna
konotatif kekompakan (whole) yang menggambarkan kualitas
hubungan antar elemen-elemen sesuatu yang memilikinya.

Ketika integritas non-evaluatif menjadi atribut dari sesuatu yang
memilikinya, kekompakkan hubungan antar elemen teridentifikasi
dari fakta bahwa identitas sesuatu tersebut tetap bertahan meskipun
berada dalam tekanan lingkungan yang berubah-ubah. Jembatan
yang memiliki integritas. misalnya, akan tetap berfungsi baik sebagai
jembatan tanpa perubahan bentuk, meskipun jumlah dan berat
kendaraan yang melaluinya berubah-ubah, Sistem jaringan tenaga
listrik yang memiliki integritas akan tetap menjamin pasokan tenaga
listrik ke konsumen-konsumen, meskipun beberapa bagiannya
diistirahatkan untuk pemeliharaan. Di sini, integritas menggambarkan
kualitas daripada dua proses sekaligus, yaitu proses pengendalian
internal dan proses partisipasi eksternal. Proses pengendalian
internal adalah mekanisme yang terjadi di dalam sesuatu yang
memiliki integritas, bagaimana elemen-elemen mengatur hubungan
antara satu dengan yang lain ketika merespon tekanan lingkungan
sedemikian sehingga kekompakan identitasnya tetap terjaga. Proses
partisipasi eksternal adalah mekanisme yang terjadi pada sesuatu
yang memiliki integritas, bagaimana ketika merespon tekanan
lingkungan kekompakan diekspresikan secara tungsional sesuai
dengan identitasnya. Pada integritas non-evaluatif, kedua proses
itu tunduk pada hukum alam dan berlangsung serentak, tak
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. Keduanya beroperasi secara natural untuk
un fakta ada-tidaknya identitas yang sudah tertetapkan
whuilu (predetermined). Jembatan yang memiliki integritas,
ukan tetap berfungsi sebagaimana identitas jembatan yang
1. Sedangkan jembatan yang tidak memiliki integritas
wigal berfungsi sebagaimana jembatan dan menjadi bukan
atan lag.
K etika integritas evaluatif menjadi atribut dari sesuatu yang
milikinya, seperti misalnya sosok individu manusia atau sosok
vidu organisasi yang dikendalikan manusia, kekompakan
shtilis tetap bertahan meskipun sosok individu tersebut tertantang
aruis merespon keadaan lingkungan yang berubah-ubah. Sosok
ilividu yang berintegritas tidak menyerahkan diri pada pengaruh
unr atau mengubah dirinya menjadi sosok lain tergantung konteks
d upnya melainkan tetap bertahan dengan perilaku yang
| satu identitas dirinya yang asli dalam berbagai konteks
hidupnya. Persoalannya, karena manusia memiliki kebebasan
kehendak, mau tidak mau harus memilih; ingin menjadikan diri sosok
geperti apa dan ingin berbuat apa, maka identitas yang
dipertahankannya tidak tertetapkan terlebih dahulu (not
predetermined). Demikian pula perbuatan-perbuatan yang mau
mengekspresikan identitas tersebut. Baik identitas yang mau
dipertahankan maupun perbuatan yang mau dilakukan sebagai
ekspresi identitasnya bergantung pada pilihan manusia. Dengan kata
lain, proses pengendalian internal dan proses partisipasi eksternal
tidak tunduk pada hukum alam dan tidak ada hubungan natural
kausalistik di antara keduanya. Integritas tidak dicapai melalui
pemenuhan hukum alam, melainkan diupayakan secara aktif melalui
pilihan identitas dan tindakan yang seharusnya dilakukan karena
ada nilai lebih yang akan diperoleh dengan pilihan identitas dan
tindakan itu. Di sini, integritas bukan menyatakan fakta apa yang
terjadi, melainkan menyatakan apa yang seharusnya diupayakan.
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BAB VII

5

CLEAN GOVERNMENT DAN GOOD
' GOVERNANCE

——— wﬂ'mv- i

?bODAND CLEAN GOVERNANCE

mgeman kepemerintahan (governance) adalah suatu
tan (proses), bahwa governance merupakan sserangkaian
=s interaksi sosial politik antara pemerintahan dan masyarakat
| berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan
rakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan
ut.
mngertian tentang kepemerrintahan (governance) lebih lanjut
1sebagai berikut.
:ngarahan dan administrai yang berwenang atas kegiatan
ang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan
bagainya.
:mbaga atau badan yang menyelenggarakan Lembaga atau
dan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara
gian dan sebagainya.
ilah kepemerintahan atau dalam bahasa inggris governance
rarti “the act, fact, manner, of governing” (tindakan, fakta,
la dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan.atau
nyelenggaraan pemerintahan. '

wernance adalah suatu proses tentang pengurusan,
olaan, pengarahaan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa -
artikan pemerintahan. apabila dalam proses pemerintahan,
ansur terebut dapat dilaksanakan dengan baik, itu merupakan
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